BABII
TINJAUAN PUSTAKA HAK KEPEMILIKAN ATAS EIGENDOM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada
dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah
tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka
politik dari negara lain (Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar 1945).

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari

Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan

harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak

atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau

bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
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Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan
penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat
manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk
lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga
negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan
yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini” (Pasal 35 UU No. 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang
merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut
bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan
masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan
melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana
yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia.
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Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan
dua definisi, yakni “perlindungan” dan ‘“hukum”. KBBI mengartikan
perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat
diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (JDIH Kab. Sukoharjo, 2022).

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan
upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah
peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum
itu sendiri; memberikan perlindungan (JDIH Kab. Sukoharjo, 2022).

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang
berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.
Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan
oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat
diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai
seorang warga Negara tidak dilanggar, dan yang bagi melanggarnya akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat
dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur
sebagai berikut: (Rahardjo, 1999).

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
b. Jaminan kepastian hukum;

c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara;



21

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak
tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut:

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa
Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut
rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum
sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan
yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan
terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan
kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah
hak hukum (Harjono, 2008. 357).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak
Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003, Hlm. 121)
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Philipus Hardjo mengemukakan perlindungan hukum bagi rakyat ada
dua yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan
pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara
kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum
yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum (Hardjo, 1988,
Hlm. 5).

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan
sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan
sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan
manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau
korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian
restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Perlindungan
hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan
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maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan
hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri,
yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Sudut Hukum, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan
hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap
harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan
sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu

yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran
berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya
beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata,
perlindungan hak atas tanah, perlindungan hukum konsumen, perlindungan
anak, dan lain sebagainya (JDIH Kab. Sukoharjo 2022).

Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH
Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang
mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi (JDIH Kab. Sukoharjo 2022).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungany hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran
serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban
(Muchsin, 2003, Hlm. 20)

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak
karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif (Hadjon, 1987, Hlm. 30).

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

telah dilakukan suatu pelanggaran hukum (Muchsin, 2003, Him. 20).
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Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya
konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan
kewajiban masyarakat dan pemerintah (Hadjon, 1987, Hlm. 30).

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum
preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya
sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari
sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat
Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan
prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum pada
hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir
seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.34 Jadi
dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian
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perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang

dilindungi.

. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk
memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada
pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat
memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban
(JDIH Kab. Sukoharjo, 2022).

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan
dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum
harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam
hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya
masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita
hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara
kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: (Ishaq, 2009,
Hlm. 43)

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit)

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit)
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c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeirt)

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada
konsep-konsep “Rechtstaat” dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan
konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila,
prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada
Pancasila (Hadjon, 1988, Hlm. 38).

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum
bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain
sebagai berikut: (Hadjon, 1988, Hlm. 19)

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan
yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan

pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip
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perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan
uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum
bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara
hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah
bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya
konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah (Arafat, 2015, Him. 34).

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan
erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Arafat, 2015, HIm.

34).



29

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan
hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Eigendom Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi
wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil
manfaat dan tanah yang dihakinya (Mertokusumo, 1988, Hlim. 4).

Kata "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah
digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko,
hotel, kantor, pabrik. Sedangkan kata "mengambil manfaat" mengandung
pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan
mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, peternakan,
perikanan dan perkebunan.

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang
terbatas, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 telah memberikan
landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Kekuasaan Negara yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 adalah untuk mengatur pengelolaan fungsi
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bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pada
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menentukan adanya macam-
macam hak atas tanah yang dapat diberikan pada orang baik sendiri atau
bersama atau badan hukum, atas dasar Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria Negara mengatur adanya bermacam-macam hak-hak
atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) (Effendie, 1993, Him. 5).
Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah adalah:
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak Membuka Tanah
g. Hak Menguasai Hasil Hutan
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana yang disebut dalam Pasal 53 UUPA.

Pemegang hak atas tanah berdasarkan Pasal 1 huruf (d) Peraturan
Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun
1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Umum adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut
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UUPA, termasuk bangunan, tanaman, dan atau bendabenda lainnya yang terkait
dengan tanah yang bersangkutan.

Pemegang hak atas tanah berdasarkan Pasal 1 huruf (d) Peraturan
Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun
1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut
UUPA, termasuk bangunan, tanaman, dan atau bendabenda lainnya yang terkait

dengan tanah yang bersangkutan.

. Pengertian Hak Milik

Landasan ideologi daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas
barang-barang dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Hal
ini dibuktikan anatara lain dengan adanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

Menurut Pasal 20 ayat (I) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai
berikut: hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat dipunyat orang atas
tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Berdasarkan ketentuan
tersebut bahwa sifat sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu
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merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-
kata turun temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung
selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu
dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hak
milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak
dalam hal menggunakan tanahnya.

Dengan kata lain, hak milik yang merupakan hak yang paling kuat dan
paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya. Sehingga si pemilik
mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapapun benda itu berada.
Seseorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja sekehendak
hatinya atas miliknya itu, asal saja tindakannya itu tidak bertentangan dengan
undang- undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain (Ruchiyat,

2006, Hlm. 46).

. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan
perbuatan hukum pemindahan hak. Pemindahan hak adalah suatu perbuatan
hukum yang sengaja dilakukan untuk mengalihkan kepada pihak lain hak atas
tanah. Adapun bentuk pemindahan haknya sebagai berikut: (Harsono, 2002,
Him. 333).

a. Jual Beli
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b. Tukar Menukar

c. Hibah

d. Hibah Wasit

e. Pemberian menurut hukum adat

f. Pemasukan dalam perusahaan.

. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan
pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai
tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis walaupun memberikan
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik, tetapi
penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh pihak lain. Misalnya pada kasus
apabila tanah yang dimiliki oleh pemegang hak dipinjamian kepada pihak lain
dan secara otomatis yang dipinjamkan tersebut dapat menguasai secara fisik.

Di dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia, dikenal pula
penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk
menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.

Dalam hukum tanah nasional kita diterapkan hierarki penguasaan atas
tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

1) Hak-hak individual (hak-hak perorangan atas tanah)
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Hak-hak individual (hak perorangan atas tanah) terdiri atas: (Pasal

37,41 dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria).

a. Hak atas tanah yang primer yaitu hak atas tanah yang bersumber secara
langsung dari bangsa, yang diperoleh berdasarkan pemberian hak oleh
negara. Terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan
hak pakai.

b. Hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber dari
pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian. Terdiri dari
hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai, hak sewa, hak usaha bagi hasil,

hak menumpang dan lain-lain.

5. Pengertian Hak Eigendom

FEigendom merupakan istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan
Perdata Barat, yang kurang lebih bermakna hak milik. Eigen berarti diri atau
pribadi, sedang dom tampaknya kita perlu merujuk pada kata dominium, yang
dalam Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia karya Gokkel & van der Wall
diartikan sebagai hak milik. Jadi, Eigendom dapat diartikan sebagai hak milik
pribadi (HRW, 1986, Him. 32).

Hak Eigendom adalah hak kebendaan yang paling luas. Yang dimaksud
Figendom menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijke wetboek/BW) adalah “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
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kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu
dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan
atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi”.
Dalam pasal ini ditetapkan dengan tegas bahwa hak eigendom adalah hak
kebendaan (zakelijk recht), artinya bahwa orang yang mempunyai eigendom itu
mempunyai wewenang untuk:
a. Menggunakan atau menikmati benda itu dengan bebas dan sepenuh-
penuhnya;
b. Menguasai benda itu dengan seluas-luasnya.
Sebagai hak kebendaan, pada hak eigendom dapat diperoleh melalui
cara:
a. Mengambil untuk dimiliki;
b. Penarikan;
c. Lampau waktu (kadaluwarsa);
d. Warisan;
e. Penyerahan sebagai akibat dan suatu asas hukum karena peralihan milik
yang berasal dari orang yang berhak menggunakan hak milik mutlak

(eigendom) tersebut.
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Berdasarkan ketentuan konversi Pasal 1 ayat (1) UUPA, Hak Eigendom
atas tanah yang ada dikonversi menjadi hak milik, tetapi si pemegang hak harus
memenuhi syarat-syarat yang melekat pada hak milik yaitu berstatus WNI
tunggal (Pasal 21).

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 2 dan
seterusnya antara lain menyebutkan: “mereka yang WNI tunggal pada tanggal
24 September 1960 dan memiliki tanah Eigendom dalam waktu 6 bulan sejak
berlakunya UUPA wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang
bersangkutan untuk memberikan ketegasan tentang status kewarganegaraan
mereka (Pasal 2). Jika terbukti berkewarganegaraan tunggal, maka hak
Eigendomnya dikonversi menjadi hak milik. Pencatatan konversi ini dilakukan

baik pada asli maupun pada grosse actenya (Pasal 3).



